SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 12/A1/Kep-PO/DPRLIRANII/2011

Tentang

PERATURAN ORGANISASI
KODE ETIKUMBUNG INFORMASI RAKYAT (LIRA)

Dewan Pimpinan Pusat Lumbung Informasi Rakyat :

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya tujuan dan citda LIRAsesuai
amanat MUNAS | tanggal 2730 Oktober 2010 di Jakarta, maka
perku ditetapkan Kode Etik, demi tertibnya tatanan organisasi
LIRA; pengamanan , pemantapan peran dan jati diri Relawan LIRA,;
serta berjalannya roda kegiatan LIRA sesuai dengan struktur da
hirarki organisasi;

b. Bahwa untuk terjaminnya konsistensi pelaksanaannya, maka Kode
Etik LIRA perlu diatur dalam Peraturan Organisasi yang ditetapkan
dengan Surat Keputusan DPP LIRA;

Mengingat: a. UndangUndang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi
Kemagyarakatan;
b. Keputusan Munas | LIRA tahun 2010 tentang perubahan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah TanggaLIRA,
c. Keputusan Munas | LIRA tahun 2010 tentang Program Umum LIRA,;

Memperhatikan : a. Hasil Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat LIRA,
b. Usul, pendapat serta saan yang berkembang dalam rapat
rapat CPP LIRAan LSOLIRA,;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN ORGANISAS| KODE ETIK LUMBUNG INFORMASI
RAKYAT (LIRA).

Pertama: Organisasi Kode Etik LIRA sebagaimana pada lampiran, merupakan bagian
tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan
perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Maret 2011

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LUMBUNG INFORMASI RAKYAT

Drs. HM. Jusuf Rizal, SE.M.Si Ir.HM.Nurcahyo Riswanto
Presiden LIRA Sekretaris Jenderal




BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Kode Etik LIRA merupakan aturan, sistem nilai dan norma yang berlakngiiungan
LIRA, baik yang tersirat, wajib ditaati dan dijalankan oleh seluruh Relawan dan
Pengurus LIRA;

Pasal 2
Kode Etik ini merupakan kesepakatan bersama tentang asas dan norma yang
diterima oleh Relawan LIRA sebagai landasan tingkah laku dalam mepgiélan
pendapat baik secara tertulis maupun lisan, bersikap dan bertindak;

Pasal 3
Kode Etik LIRA bertujuan memastikan agar Relawan dan Pengurus LIRA dalam
bersikap, berbicara dan bertindak dalam rangka melaksanakan kewajiban dan
tugasnya dapat selalu mgaga harkat martabat, kehormatan, kredibilitas dan
integritas moral LIRA;

Pasal 4
Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik ini dilakukan oleh Badan Kehormatan LIRA
yang dibentuk oleh DPP LIRA sesuai dengan kebutuhan. Dalam rangka efektivitas,
dengan pertimbangan rentang kendali yang demikian luas, maka DPP LIRA sesuai
dengan kewenangannya dapat membentuk Badan sejenis untuk tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

BAB Il
PENILAIAN PELANGGARAN TERHADAP KODE ETIK LIRA

Pasal 5
Setiap pelanggaran terhadap Kode EtikRA, mendapat sanksi pelanggaran Kode Etik
setelah melalui sidang Badan Kehormatan LIRA atau Badan yang sejenis yang
dibentuk untuk itu;

Pasal 6

Yang termasuk sebagai pelanggaran Kode Etik LIRA yaitu :

a. Dengan sengaja maupun tidak sengaja telah merusalencemarkan dan atau
merendahkan nama baik dan kewibawaan LIRA;

b. Dengan sengaja maupun tidak sengaja telah melakukan tindakan yang secara
psikologis / politis dan fisik/ material dapat merugikan LIRA;

c. Dengan sengaja maupun tidak sengaja telah melanggar ABT LIRA,
Keputusan Munas dan KeputusanKeputusan DPP LIRA lainnya;

d. Dengan sengaja maupun tidak sengaja telah melanggar loyalitas, disiplin dan
hirarki organisasi LIRA;

e. Dengan sengaja maupun tidak sengaja telah melanggar doktrin LIRA;



Pasal 7

Bentuk- bentuk sanksi yang diberikan berupa :

a. Teguran lisan;

b.  Teguran tertulis;

c. Peringatan tertulis pertama;

d. Apabila dalam waktu 7 hari setelah diterimanya peringatan tertulis tidak
diindahkan maka pelanggar akan diberikan peringatan kedua;

e. Apabila dalam waktu hari setelah diterimanya peringatan tertulis kedua juga
tidak diindahkan, maka perkara tersebut dibahas dalam Rapat Pleno Pengurus
Harian DPP LIRA;

Pasal 8
Rapat Pleno Pengurus Harian DPP LIRA dapat memutuskan untuk memberikan sanksi
berupa :
a. Pemberhentian sementara;
b.  Pemberhentian tetap, hanya oleh DPP LIRA;
c.  Sanksi lain yang dipandang relevan dan proporsional;

Pasal 9
Sanksi diberikan oleh DPP LIRA sesuai tingkatannya atau Dewan Pimpinan LIRA yang
lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan;

BAB Il
KETENTUANPENUTUP

Pasal 10
Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi tentang Kode Etik ini,
akan diatur dengan keputusan, kebijakan dan petunjuk lainnya dari DPP LIRA,;

Pasal 11
Peraturan Organisasi Kode Etik ini mulai berlaku sejak tanggal ditctap

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Maret 2011

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LUMBUNG INFORMASI RAKYAT

Drs. HM. Jusuf Rizal, SE M.Si Ir.HM.Nurcahyo Riswanto
Presiden LIRA Sekretaris Jenderal




SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 13/A1/Kep-PO/DPRLIRA/II/2011

Tentang

PERATURAN ORGANISASI
STRUKTUR, TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEHORMATAN LIRA.

Dewan Pimpinan Pusat Lumbung Informasi Rakyat :
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik
LIRA, perlu ditetapkan struktur, tugas dan fungsi Badan
Kehormatan LIRA yang merupakan perangkat pengawasan LIRA;
b. Bahwa adanya perangkat pengawasan LIRA dimaksud untuk
menjamin adanya tertib dalam pelaksanaan dan pengawasan
terhadap tingkah laku, ucapan dan tindakan Pengurus nda
Relawan LIRA, sehingga diharapkan mencapai hasil yang optimal;
c. Bahwa perangkat pengawasan LIRA merupakan hal yang sangat
mendasar guna terciptanya tertb tatanan organisasi LIRA;
d. Bahwa untuk itu perlu diatur dalam Peraturan Organisasi yang
ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat LIRA,;

Mengingat: a. UndangUndang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan;
b. Keputusan Munas | LIRA tahun 2010 tentang perubahan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LIRA;
c. Keputusan Munas | LIRARan 2010 tentang Program umum LIRA;

Memperhatikan : a. Hasil Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat LIRA;
b. Usul, pendapat serta saran yang berkembang dalam rapat
rapat Dewan Pimpinan Pusat ddtSOLIRA,;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURANDRGANISASI STRUKTUR, TUGAS DAN FUNGSI
BADAN KEHORMATAN LIRA.

Pertama: Peraturan Organisasi Struktur, Tugas dan Fungsi Badan Kehormatan LIRA
sebagaimana pada lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari
surat keputusan ini;

Kedua : Surat Keputisan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakuksn
perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Maret 2011

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LUMBUNG INFORMASI RAKYAT

Drs. HM. Jusuf Rizal, SE.M.Si Ir.HM.Ndrcahyo Riswanto

Presiden LIRA Sekretaris Jenderal




BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Badan Kehormatan LIRA adalah Badan khusus yang dibentuk dalam rangka
mengawal dan menegakkan kode etik organisasi;

Pasal 2
(1) Badan Kehormatan LIRA pada tingkat Pusat, Wilayah dan Daearah (DPP, DPW
dan DPD) dibentuk oleh DPP LIRA, dimana keanggotaannya terdiri dari unsur
diluar Pengurus LIRA sesuai dengan tingkatannya;
(2) Badan Kehormatan LIRA pada tingkat Kecamatan dan KeturaDPK dan
DPKL) dapat dibentuk oleh DPD LIRA, dimana keanggotaannya terdiri dari
unsur DPW dan DPD LIRA.

Pasal 3
Badan Kehormatan LIRA bertugas untuk memberi masukan, saran dan usulan serta
rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik LIRA dReHawan atau
Pengurus LIRA kepada Dewan Pimpinan Pusat atau sesuai dengan tingkatan dan
penugasan yang diberikan.

Pasal 4
Badan Kehormatau LIRA dalam melaksanakan tugasnya dapat juga memberikan
masukan tentang kemungkinan adanya pelanggaran Kode EtikALIBerdasarkan
pengamatan ataupun laporadaporan lainnya yang diterima dan mengusulkan
kepada Dewan Pimpinan Pusat LIRA untuk ditindaklanjuti penyelidikan dan
penyidikannya oleh Badan Kehormatan;

Pasal 5
Dewan Pimpinan Pusat LIRA dapat memberikan kewenamgya kepada Dewan
Pimpinan Wilayah/Daerah dalam menerapkan Kode Etik LIRA dilingkungan Dewan
Pimpinan Wilayah/Daerah;

BAB I
STRUKTUR BADAN KEHORMATAN

Pasal 6
Struktur Organisasi Badan Kehormatan LIRA terdiri dari seorang Ketua merangkap
Anggota, dibantu Sekretaris merangkap Anggota dan tiga orang Wakil Ketua
merangkap Anggota yang membawahi Bidang Pelanggaran Konstitusi meliputi
AD/ART, keputusaseputusan Munas | dan keputusakeputusan organisasi lainnya.
Bidang Pelanggaran Organisasi meliputi loyalta komitmen, disiplin, hirarki
organisasi. Bidang Pelanggaran Administrasi & Keuangan meliputi penyalahgunaan
keuangan LIRA, sebagaimana pada lampiran | Surat Keputusan ini;

BAB Il
TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEHORMATAN
Pasal 7
Tugas Badan Kehormatan LIRA :



1. Merumuskan kebijakan langkah penyelidikan, penyidikan dan persidangan
terhadap pelanggaran Kode Etik LIRA, yang dilakukan oleh Pengurus atau
Relawan LIRA berdasarkan perintah tertulis dari Dewan Pimpinan Pusat LIRA
dan/atau DPD LIRA;

2. Membuat rekomendasi gsaksi terhadap Pengurus atau Relawan LIRA
berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat atau pemungutan suara dari Ketua,
Sekretaris dan Wakil Ketua Badan Kehormatan LIRA;

3. Menyampaikan hasil keputusan Badan Kehormatan LIRA yang melanggarkan
Kode Etik LIRA kepadDewan Pimpinan Pusat LIRA;

Pasal 8
Fungsi Badan Kehormatan LIRA :

1. Melakukan peyelidikan dengan menyiapkan bulttukti awal terhadap
kemungkinan adanya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pengurus
atau Relawan LIRA;

2. Melakukan evaluasi dari hagibnyelidikan terhadap kemungkinan pelanggaran
Kode Etik LIRA untuk ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan atau untuk
dihentikan proses berikutnya;

3. Melakukan penyidikan untuk membuktikan adanya pelanggaran Kode Etik LIRA
dengan melengkapi buktibukti dan fakta-fakta hukum serta saksiaksi baik
yang menguatkan maupun yang meringankan;

4. Melaksanakan sidang pelanggaran terhadap Pengurus atau Relawan LIRA
berdasarkan buktbukti dan fakta hukum serta penjelasan salssiksi pada
tahap penyidikan;

5. Melakukan upga maksimal agar setiap Pengurus atau Relawan LIRA selalu
menjalankan tugas dan kewajibannya dengan tetap menjaga harkat martabat,
kehormatan dan kredibilitas LIRA dan dengan mengedepankan loyalitas,
integritas, etika dan moral;

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan organisasi tentang Badan
Kehormatan LIRA ini, akan diatur dengan keputusan, kebijakan dan atau petunjuk
lainnya dari Dewan Pimpinan Pusat LIRA.

Pasal 10
Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak targglitetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Maret 2011

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LUMBUNG INFORMASI RAKYAT

Drs. HM. Jusuf Rizal, SE M.Si Ir.HM.NGrcahyo Riswanto

Presiden LIRA Sekretaris Jenderal




SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 14/A1/Kep-PO/DPRLIRA/II/2011

Tentang

PERATURAN ORGANISASI

DISIPLIN& SANKSI ORGANISASI SERTA PEMBELAAN DIRI PENGURUS/RELAWAN

LUMBUNG INFORMASI RAKYAT (LIRA)

Dewan Pimpinan Pusat Lumbung Informasi Rakyat :

Menimbang: a.

Mengingat: a.

C.

Memperhatikan :

Menetapkan :

Bahwa LIRA sebagai LSM yang tekh, mandiri dan demokratis,
dituntut untuk senantiasa melakukan penyesuaian dan
pembaharuan sesuai dengan tantangan zaman;

Bahwa Relawan LIRA merupakan keanggotaan aktif sebagaimana
diatur dalam AD/ART LIRA;

Bahwa dalam rangka memantapkan peran dan jdiri Relawan
LIRA perlu diatur suatu mekanisme pembinaan Relawan yang
terpadu dan sejalan dengan misi organisasi;

Bahwa untuk maksud sebagaiman tersebut di atas, perlu
ditetapkan disiplin dan sanksi organisasi serta pembelaan diri
Relawan LIRA dalam beuk Peraturan Organisasi;

Keputusan Munas | LIRA tanggal -20 Oktober 2010 tentang
perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LIRA;
Keputusan Munas | LIRA tabggal -3@ Oktober 2010 tentang
Program Umum LIRA,;

Keputusan DPP LIRArttang susunan Personalia DPP LIRA;

a. Hasil rapat pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat LIRA;
b. Usul, pendapat serta saran yang berkembang dalam rapat
rapat Dewan Pimpinan Pusat ddtSOLIRA,;

MEMUTUSKAN

PERATURANORGANISASI DISIPLIN DAN SANKSI ORGANISASI,
SERTA PEMBELAAN DIRI PENGURUS/RELAWAN  LUMBUNG
INFORMASI RAKYAT(LIRA)

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Maret 2011

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LUMBUNG INFORMASI RAKYAT

Drs. HM. Jusuf Rizal, SE.M.Si Ir.HM.Ndrcahyo Riswanto

Presiden LIRA Sekretaris Jenderal




BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Disiplin organisasi merupakan suatu aturan, sistem nilai dan norma yang berlaku,
baik yang tersurat maupun yang tersirat, yang wajib ditaati dan dijalankan oleh
seluruh relawan LIRA, baik yang menjabat dalam kepengurusan maupun tidak.

Pasal 2
Sanksi Organisasi merupakan suatu tindakan berupa hukuman yang dilakukan
organisasi baik langsung maupun tidak langsung yang dijatuhkan kepada pengurus
dan/atau relawan LIR yang telah melanggar disiplin organisasi;

Pasal 3
Pembelaan diri relawan LIRA adalah suatu kesempatan yang diberikan kepada
pengurus atau relawan untuk melakukan pembelaan atas adanya sanksi organisasi
yang dijatuhkan kepadanya.

BAB Il
DISPLIN ORGANISSI

Pasal 4

Yang termasuk sebagai pelanggaran terhadap disiplin organisasi, yaitu :

1. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD Negara Kesatuan Republik
Indonesia tahun 1945 atau peraturan perundangdangan lainnya.

2. Mengganti kewarganegaraan Republikdonesia dengan kewarganegaraan lain.

Menjadi pimpinan LSM lainnya.

4. Dengan sengaja maupun tidak sengaja merusak, mencemarkan dan/atau
merendahkan nama baik/citra LIRA.

5. Dengan sengaja maupun tidak sengaja melanggar AD/ART, keputusan
Musyawarah Nasional, lgetusan Rapat pimpinan Nasional, semua Peraturan
Organisasi LIRA dan kebijakan DPP LIRA;

6. Tidak menghadiri rapat rapat yang wajib dihadiri oleh pengurus LIRA di semua
tingkatan dalam 3 (tiga) kali rapat tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjwabkan.

w

Pasal 5
Keputusan yang menyatakan telah terjadi pelanggaran disiplin organisasi diambil
dalam rapat pengurus pleno yang diadakan khusus untuk itu.

Pasal 6
1. Penilaian pelanggaran terhadap disiplin organisasi yang dilakukan oleh relawan
atau pengurus LIRA dmbil dalam rapat pleno pengurus LIRA pada semua
tingkatan kepengurusan.
2.  Kepada yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini dapat dimintakan keterangan secara lisan dan/atau tertulis, yang
disampaikan dalam rapat pleno pengurugang diadakan untuk itu.



3. Diterima atau tidaknya keterangan tersebut diputuskan dalam rapat yang
dimaksud.

4. Apabila yang melakukan pelanggaran tidak dapat dan/atau tidak bersedia
memberikan keterangan pada Rapat Pleno pengurus, maka penilaian
sebagaimana dinaksud pada ayat (3) pasal ini dapat dilaksanakan.

Pasal 7

1. Penilaian pelanggaran terhadap Disiplin Organisasi yang dilakukan oleh
GUBERNUR LIRA atau BUPATI/WALIKOTA LIRA atau CAMAT LIRA atau KEPAL/
DESA / LURAH LIRA dapat diambil dalam rapat Pengurus Riada tingkat
kepengurusan di atasnya setelah memperoleh dan mempelajari dengan cermat
masukan tentang pelanggaran tersebut. Penilaian pelanggaran terhadap
Displin Organisasi oleh GUBERNUR LIRA atau BUPATI/WALIKOTA LIRA atau
CAMAT LIRA atau KEPALA DESAURAH LIRA dapat diambil dalam rapat
Pengurus Pleno pada tingkat kepengurusan di atasnya setelah memperoleh
dan mempelajari dengan cermat masukan tentang pelanggaran tersebut,
dengan memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama pandangan
dan penilaianpenasehat LIRA sesuai tingkatannya.

2. Kepada yang melakukan pelanggaran diberikan hak jawab secara lisan
dan/atau tertulis yang disampaikan dalam rapat Pengurus Pleno setingkat di
atasnya yang khusus diadakan untuk itu.

3. Diterima atau tidaknya hak jawalersebut diputuskan dalam rapat pengurus
Pleno dimaksud.

4.  Apabila hakjawab dimaksud tidak digunakanmaka penilaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) pasal ini dapat dilaksanakan.

Pasal 8

1. Penilaian pelanggaran terhadap Disiplin Oganisasi yang dilakukaleho
Presiden LIRA diambil dalam rapat Pimpinan yang dihadiri oleh utusan dari
sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah Dewan Pimpinan Wilayah LIRA.

2. Kepada Presiden LIRAiberikan hak jawab secara lisan dan/atau tertulis yang
disampaikan dalam rapat teebut.

3. Diterima atau tidaknya hak jawab tersebut diputuskan dalam Rapat Pimpinan
dimaksud.

4. Apabila hak jawab dimaksud tidak digunakan, maka penilaian sebagaiman
dimaksud pada ayat (3) pasal ini dapat dilaksanakan.

Pasal 9
Pelanggaran terhadap Disiplin Oemisasi yang dilakukan oleh para Pembina/
Penasehat dapat diambil dalam Rapat Pengurus Pleno sesuai dengan tingkatannya.

BAB Il
SANKSI ORGANISASI

Pasal 10
Bentuk Sanksi Organisasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggar Disiplin
Organisasi adalah :
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=

Peringatan tertulis.
Diberhentikan sementara sebagai Pengurus atau Relawan.
3. Diberhentikan secara tetap sebagaiPengurus atau Relawan.

N

Pasal 11
1. Mekanisme pemberian Sanksi Organisasi yang dikenakan oleh Pimpinan LIRA
sesuai tingkatannya terhadap pelaku pelggaran adalah :
a. Pemberian peringatan tertulis pertama.
b. Pemberian peringatan tertulis kedua apabila dalam jangka waktu 20 (dua
puluh) hari pelaku pelanggaran mengabaikan dan/atau tidak mengindahkan
peringatan tertulis pertama.

2. Apabila dalam jangka waktu 7ujuh) hari sejak peringatan tertulis kedua pelaku
pelanggaran mengabaikan dan/atau tidak mengindahkan, maka masalah ini akan
dibahas meldui proses sebagaiman dimaksucada pasal 610 peraturan
Organisasi.

Pasal 12
Apabila semua peringatan tertulis yangdisampaikan kepada individu yang
melakukan pelanggaran terhadap Disiplin Oraganisasi daiabaikan dan/atau tidak
diindahkan, maka yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai Pengurus
maupun Relawan.

Pasal 13
Apabila rapat yang membahas mengenai mekame Sanksi Organisasi sebagaimana
dimaksud pada pasal }24 Peraturan Organisasi ini tidak mengambil keputusan
secara musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Pasal 14
Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan seorang Pengurus maugrelawan yang
diberhentikan sementara dari Kepengurusan maupun Relawan tidak memperlihatkan
itikad baik untuk memperbaiki kesalahannya atau tidak melakukan upaya pembelaan
diri, maka organisasi mengambil keputusan untuk memberhentikan yang
bersangkuatn sbagai Pengurus maupun Relawan.

BAB IV
PEMBELAAN DIRI

Pasal 15
Pimpinan LIRA sesuai tingkatannya wajib memperhatikan muatan materi dan/atau
langkah pembelaan diri yang dilakukan oleh Pengurus maupun Relawan sebagai
dasar pengambilan keputusan diterima ataditolak upaya pembelaan diri yang
disampaikan oleh pemohon.

Pasal 16
Penerimaan atau penolakan Pimpinan LIRA sesuai tingkatannya atas permohonan
pembelaan diri yang disampaikan oleh pemohon ditetapkan dalam Rapat Pengurus
Pleno yang diadakan khusus untutu.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Dalam hal terjadi pemberhentian terhadap Pengurus , maka pengisian jabatan yang
lowong mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Organisasi tentang
Pengisian Jabatan Antar Waktu.

Pasal 18
Segala sesuatu yangelum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur dalam
keputusan, kebijakan dan/atau petunjuk Organisasi LIRA.

Pasal 19
Pearturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan
perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapkekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Maret 2011

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LUMBUNG INFORMASI RAKYAT

Drs. HM. Jusuf Rizal, SE M.Si Ir.HM.Nurcahlyo Riswanto
Presiden LIRA Sekretaris Jenderal
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SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 15/A1/Kep-PO/DPRLIRAAII/2011

Tentang

PERATURAN ORGANISASI
PENGISIAN JABATAN ANTAR WAKTU
PENGURUS LUMBUNG INFORMASI RAKYAT (LIRA)

Dewan Pimpinan Pusat Lumbung Informasi Rakyat :

Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan semua kebijakan LIRA sebagaimana
yang telah ditetapkan dalam Munas | di Jakarta tahun 2010,
diperlukan kepengurusan yang andal dan mampu menjalankan
roda organisasi;

b. Bahwa untuk menjaga kelancaran mekanisme kerja dan
kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi perlu ditetapkan
pengganti personalia apabila suatu jabatan kepengurusan
dinyatakan lowong, melalui mekanisme pengisian jabatan antar
waktu;

c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Organisasi yang
ditetapkan oleh DPP LIRA,;

Mengingat : a. Keputusan Munas | LIRA tanggal 273- Oktober 2010 tentang
perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaLIRA,;
b. Keputusan Munas | LIRA tanggal 2730 Oktober 2010 tentang
Program umum LIRA;
c. Keputusan DPP LIRA No. 006/M/Kep/DPP LIRA/II/2011 tanggal
Februari 2011, tentang Susunan Persoadlewan Pimpinan Pusat
LIRA masa bakti 201202015;

Memperhatikan : Usul, pendapat sé¢a saran yang berkembang dalamapBat
Pleno Dewan Pimpinan Pusat.

MEMUTUSKAN
Menetapkan: PERATURAN ORGANISASI PENGISIAN JABATAN ANTAR WAKTU
PENGURUS LUMBUNG INFORMARAKYAT

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Maret 2011

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LUMBUNG INFORMASI RAKYAT

Drs. HM. Jusuf Rizal, SE M.Si Ir.HM.Nurcahyo Riswanto
Presiden LIRA Sekretaris Jenderal
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Pengisianjabatan antar waktu dalam kepengurusan LIRA pada semua tingkatan
adalah penetapan personil pengganti pada jabatan tertentu dalam
kepengurusan LIRA karena jabatan tersebut dinyatakan lowong;

(2) Keputusan yang menyatakan lowongnya suatu jabatan dalam kepengarus
LIRA diambil dalam rapat pleno yang diadakan khusus untuk itu;

(3) Keputusan rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas
disampaikan kepada pengurus LIRA satu tingkat di atasnya untuk disahkan oleh
DPP LIRA,;

Pasal 2

Suatu jabatan kepengurusan IRA dinyatakan dan diputuskan lowong apabila

personil yang bersangkutan :

(1) Meninggal dunia.

(2) Kehilangan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi
Nomor: 013/A1/KepPO/DPPLIRA/II/2011, tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi,
serta pembelan Diri Anggota LIRA,;

(3) Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

(4) Meninggalkan domisili tempat kedudukan kepengurusan secara tetap;

BAB Il
KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN.

Pasal 3

(1) Rapat pleno pengurus yang diadakan khusus untuk pengisian jabatan antar
waktu dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh
50+1 jumlah pengurus pleno sesuai tingkatan kepengurusan LIRA;

(2) Keputusan rapat pleno dilakukan melalui cara musyawarah untuk mufakat;

(3) Apabila keputusan tidak dapat dicapai melalui @musyawarah mufakat maka
keputusan diambil melalui voting berdasarkan sistim mayoritas sederhana
(simple majority) yaitu 50+1;

BAB IV
PENUTUP

Pasal 4
Halhal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur lebih lanjut
dengan aturan lainnya;
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Pasal 5
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan
seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Maret 2011

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LUMBUNG INFORMASI RAKYAT

Drs. HM. Jusuf Rizal, SE M.Si Ir.HM.Nurcahyo Riswanto
Presiden LIRA Sekretaris Jenderal
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SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 16/A1/Kep-PO/DPRLIRANII/2011

Tentang

PERATURAN ORGANISASI
SISTEM PENERBITAN DAN PENGKODEAN KARTU TANDA RELAWAN
LUMBUNG INFORMASI RAKYAT (LIRA)

Dewan Pimpinan Pusat Lumbung Informasi Rakyat :

Menimbang: a. Bahwa Relawan LIRA merupakan keanggotaan aktif sebagaimana
diatur dalam Anggaran Dasar LIRA BAB VIl pasal 8 ayat (1) dan (2)
dan Anggaran Rumah Tangga LIBAB Il pasal (2) dan (3);
b. Bahwa dalam rangka memantapkan peran dan jati diri Relawan
LIRA perlu diatur suatu mekanisme keanggotaan yang terpadu
sejalan dengan misi organisasi;

Mengingat: a. Keputusan Munas | LIRA tanggal 2730 Oktober 2010 tentang

perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LIRA,;

b. Keputusan Munas | LIRA tanggal 2730 Oktober 2010 tentang
Program Umum LIRA,

c. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat LIRA tentang Tata Kerja Dewan
Pimpinan Pusat LIRA;

d. Keputusan DPP LIRA No. 006/A1/Kep/DPRAIII/2011 tanggal 1
Februari 2011, tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat
LIRA masa bakti 20:02015;

Memperhatikan : Usul, pendapat serta saran yang berkembang dalam rapaapat
Dewan Pimpinan Pusat dan Kelompok Kerja Pengaibnas |
DPPLIRA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN  ORGANISAS|  SISTEMPENERBITAN  DAN
PENGKODEAN KARTU TANDA RELAWAN LUMBUNG INFORMASI
RAKYAT (LIRA)

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Maret 2011

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LUMBUNG INFORMASI RAKYAT

Drs. HM. Jusuf Rizal, SE M.Si Ir.HM.Nurcahyo Riswanto
Presiden LIRA Sekretaris Jenderal
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Pasal 1
(1) Persyaratan menjadi Relawan LIRA yang dimaksud dalam pasal 8 Anggaran

Dasar LIRA adalah sbb :

a. Setiap warga Negara Indonesia yang dimaksud dengan Pasaa 1 dari
Anggaran Dasar yang ingin menjadi anggota LIRA harus menyampaikan
permohonan kepada Dewan Pimpina Daerah ;

b. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditentukan oleh LIRA;

c. Wajib mematuhi Panca Prasetya LIRA yang merupakan bagian dari
komitmen selurth Relawan dan pengurus LIRA;

d. Ditempat - tempat yang belum ada Dewan Pimpinan Daerah, maka
permohonan dimaksud ayat 1.a. dapat disampaikan ke Dewan Pimpinan
Wilayah dan apabila belum ada Dewan Pimpinan Wilayah maka dapat
disampaikan ke Wilayah terdekat;

e. Melakukan pendaftaran keanggotaan dengan mengisi formulir yang telah
disediakan;

f. Sesudah pendaftaran tersebut pada ayat 1.e. kepada pemohon diberikan
status Relawan dan berhak menerima Kartu Tanda Relawan yang
dikeluarkan dan ditandatangani oleh DPD LIRA ;

g. Bagi Pengurus ditingkat Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan
Daerah akan diberikan Kartu Tanda Pengurus yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh DPP LIRA ;

(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Anggaran Dasar diatur
sepenuhnya oleh Dewan Pinipan Pusat;

Relawan LIRA merupakan suatu ikatan antara perorangan warga Negara

Indonesia dengan LIRA sebagaimana yang dimaksud pada Anggaran Dasar

LIRA Bab VIl pasal 8ayat (1) dan (2);

Pasal 2
Yang berhak menerbitkan dan menandatangani Kartu Pengurus déartu Relawan
adalah :
a. Dewan Pimpinan Pusat;
b. Dewan Pimpinan Daerah;

Pasal 3
Sistem pengkodean Kartu Tanda Relawan mengacu pada pengkodean Wilayah dan
Daerah yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat LIRA;

Pasal 4

Kartu Pengurus diterbitkan dan ditandéangani oleh Dewan Pimpian Pusat adalah

sebagai berikut :

a. Seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat LIRA ;

b.  Seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah LIRA ;

c.  Seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Daerah LIRA ;

d. Dewan Penasehat dan Pembina baik ditingkat Pusat, Wilayah Baerah yang
tercantum dalam Surat Keputusan dan Pengesahan vyang diterbitkan oleh
Dewan Pimpian Pusat LIRA,;
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e. Dewan Pakar baik ditingkat Pusat, Wilayah dan Daerah yang tercantum dalam
Surat Keputusan dan Pengesahan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinamatfus
LIRA;

f. Tokoh Masyarakat yang menjadi kader LIRA ;

Pasal 5
Kartu tanda Relawan yang dapat diterbitkan dan ditanda tangani oleh DPD LIRA
adalah sbb :
a. Pengurus dan Relawan Dewan Pimpinan Kecamatan, Kelurahan/Desa;
b. Kader/ simpatisan yang belum menjadi Relawdimana kader tersebut
berdomisili;

Pasal 6
Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur dalam
peratuan lainnya;

Pasal 7
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan
seperlunya apabilalikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Maret 2011

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LUMBUNG INFORMASI RAKYAT

Drs. HM. Jusuf Rizal, SE M.Si Ir.HM.Nurcahyo Riswanto
Presiden LIRA Sekretaris Jenderal
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SURATKEPUTUSAN
Nomor : 17/A1/Kep-PO/DPRLIRA/II/2011

Tentang

PERATURAN ORGANISASI
LEMBAGA SAYAP ORGANISASI
LUMBUNG INFORMASI RAKYAT (LIRA).

Dewan Pimpinan Pusat Lumbung Informasi Rakyat :

Menimbang : a. Bahwa Munas | LIRA yang diselenggarakan pada tang@s0
Oktober 2010 di antaranya telah memutuskan mengenai
keberadaan Lembaga Sayap Organisasi di lingkungan LIRA;

b. Bahwa guna memperjelas kedudukan, fungsi dan peranan
Lembaga Sayap Organisasi pada setiap tingkatan, perlu
ditetapkan suatu Peraturan Orgarasi LIRA;

Mengingat: a. Keputusan Munas | LIRA tahun 2010 tentang perubahan Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LIRA;

b. Keputusan Munas | LIRA tahun 2010 tentang Program Umum LIRA;

c. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat LIRA No/AD&ep/DPP
LIRA/I/2011  tanggal 1 Februari 2011 tentang Susunan Nama
dan Jabatan Pengurus DPP LIRA masa bakti 2Q0A@15;

d. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat LIRA tentang tata kerja Dewan
Pimpinan Pusat LIRA.

Memperhatikan : Usul, pendapat serta saran yang berkembang dalam rapaapat
Dewan Pimpinan Pusat dan Kelompok Kerja Pengarah Munas |
LIRA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN  ORGANISASI TENTANG LEMBAGA SAYAP
ORGANISAS(LSO)LUMBUNG INFORMASI RAKYAT (LIRA)

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Maret 2011

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LUMBUNG INFORMASI RAKYAT

Drs. HM. Jusuf Rizal, SE M.Si Ir.HM.Nurcahyo Riswanto
Presiden LIRA Sekretaris Jenderal




19

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

(1) LIRA adalalbrganisasi Lembaga Swadaya Masyarakat yang juga memiliki Lembaga
Sayap Organisasi (LSO) yang menjalankan fungsi organisasi Kemasyarakatan;

(2) LSO LIRA adalah lembaga fungsionaris yang menjalankan fungsi pelaksanaan
kebijakan dan program organisasi secara hieergi;

(3) Lembaga Sayap Organisasi (LSO) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada
dalam pembinaan dan pengawasan LIRA, yang berbentuk otonom dalam
menjalankan program kegiatannya;

(4) Setiap bentuk kegiatan LSO yang bersifat politis/strategis yang dapat
mempengaruhi citra dan wibawa organisasi harus sepengetahuan dan persetujuan
LIRA sebagai induk organisasi sesuai tingkatannya.

(5) Peraturan Organisasi adalah suatu peraturan yang mengatur dan mengikat seluruh
Pengurus dan Relawan LIRA termasuk mekanisme kegaaiptur dalam AD/ART
LIRA dan Keputusan Munas | LIRA;

BAB Il
KEDUDUKAN LSO
Pasal 2
(1) Lembaga Sayap Organisasi (LSO) LIRA tunduk dan taat kepada AD/ART LIRA,;
(2) Lembaga Sayap Organisasi berada dibawah koordinasi dan pembinaan DPP LIRA;
(3) Lembaga Sayap OrganisagiSO) yang berkedudukan di Wilayah dan Daerah
secara struktural menempatkan Gubernur/ Bupati/Walikota LIRA sebagai
Pembina Utama LSO sesuai dengan tingkatan kepengurusan
(4) Lembaga Sayap Organisasi (LSO) yang berada pada tingkat Pusat, Wilayah dan
Daerah tinduk dan wajib menjalankan kebijakan dan keputusan LIRA sesuai
dengan tingkatan kepengurusan;

BAB IlI
HUBUNGAN DAN BENTUK KERJASAMA
Pasal 3
Hubungan dan Kerjasama LIRA dengan Lembaga Sayap Organisasi (LSO) yaitu :
(1) Hubungan Lembaga Sayap Organisasi dP® bersifat hirarki dan koordinatif
konsultatif sesuai peran dan fungsi dalam pelaksanaan kaderisasi;
(2) Dalam hailhal yang bersifat praktis dan strategis hubungan DPP LIRA dan LSO
bersifat instruktif.
(3) Hubungan Lembaga Sayap Organisasi di Wilayah dan DabeBifat koordinatif
dan bekerjasama dalam menjalankan program LIRA sesuai dengan peran dan
fungsinya;

Pasal 4
Bentuk kerjasama LIRA dan Lembaga Sayap Organisasi (LSO) :
(1) Pelaksanaan Program;
(2) Pelaksanaan kaderisasi;
(3) Pelaksanaan rekruitmen kepemimipinan;
(4) Hal lain yang dianggap perlu;
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BAB IV
TINGKATAN HUBUNGAN KERJSAMA
Pasal 5
Pelaksanaan hubungan dan kerjasama LIRA dan Lembaga Sayap Organisasi (LSO)
dilakukan dalam tingkatan sebagai berikut :
(1) Hubungan dan kerjasama tingkat Pusat, dilaksanakan oleh Deviiimpinan
Pusat LIRA dengan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Sayap Organisasi (LSO);
(2) Hubungan dan kerjasama Tingkat Wilayah, dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan
Wilayah LIRA dengan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Sayap Organisasi (LSO);
(3) Hubungan dan kerjasama Tingk Daerah, dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan
Daerah LIRA dengan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Sayap Organisasi (LSO);

BAB V
TATA CARA HUBUNGAN KERJASAMA
Pasal 6

Hubungan dan kerjasama dalam pelaksanaan program :

(1) LIRA dapat mendistribusikan program kerjapeda Lembaga Sayap Organisasi
dan sebaliknya Lembaga Sayap Organisasi dapat mengajukan usulan program
kerja kepada LIRA sesuai dengan tingkatannya;

(2) Pembiayaan pelaksanaan program kerja yang menjadi lingkup dan hubungan
kerjasama menjadi beban bersama sesalengan kesepakatan;

(3) Apabila program kerja menjadi agenda Wilayah atau Daerah maka pembiayaan
menjadi tanggung jawab masingnasing Wilayah atau Daerah;

(4) Dalam hal rekruitmen LIRA akan memperhatikan proses seleksi, kriteria dan
prosedur rekruitmen kader yam bersumber dari Lembaga Sayap Organisasi
sesuai dengan aturan dalam AD/ART LIRA;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur
kemudian hari dalam kebijakan tersendiri yang tidak terpisahkdari peraturan
Organisasi ini;

Pasal 8
Jika terdapat kekeliruan dalam peraturan organisasi ini maka akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya;

Pasal 9
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilkkn perbaikan
seperlunya apabilalikemudian hari terdapat kekeliruan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 maret 2011
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LUMBUNG INFORMASI RAKYAT

Drs. HM. Jusuf Rizal, SE M.Sf Ir.HM.Nurcahyo Riswanto

Presiden LIRA Sekretaris Jenderal

-




Dewan Pimpinan

Menimbang : a.

Mengingat: a.

Memperhatikan :

Menetapkan :
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SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 18/A1/Kep-PO/DPRLIRA/II/2011

Tentang

PERATURAN ORGANISASI
HUBUNGAN DAN KERJASAMA ANTARA LIRA
DENGAN ORGANISASI KEMASYARATAN

Pusat Lumbung Informasi Rakyat :

Bahwa Munas | LIRA tanggal -3@ Oktober 2010 yang
diselenggarakan di Jakarta diantaranya telah memutuskan
tentang program umum LIRA,;

Bahwa hubungan dan kerjasama dengan organisasi
kemasyarakatan harus ada disetiap tingkatan LIRA dan ditetapkan
melalui keptusan Musyawarah pada masirgnasing tingkatan;
Bahwa guna memperjelas kedudukan, fungsi dan peran
hubungan dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan
pada setiap tingkatan, perlu ditetapkan suatu Peraturan
Organisasi LIRA;

Keputusan Munas | LIRA tanggal 230 Oktober 2010 tentang
perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LIRA,;
Keputusan Dewan Pimpinan Pusat LIRA NdAD&ep/DPP
LIRA/II2011  tanggal 1 Februari 2011 tentang Susunan Nama
dan Jabatan Pengurus DPP LIRA masa bakti 202@1 5;

Keputusan Dewan Pimpian Pusat LIRA tentang tata kerja Dewan
Pimpinan Pusat LIRA;

Usul, pendapat serta saran yang berkembang dalam rapaapat
Dewan Pimpinan Pusat dan Kelompok Kerja Pengaidhbnas |
DPP LIRA.

MEMUTUSKAN

PERATURAN ORGANISASI TENTANG HUBUNGAN DAN
KERJASAMA ANTARA LUMBUNG INFORMASI RAKYAT (LIRA)
DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATA

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Maret 2011
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LUMBUNG INFORMASI RAKYAT -

e

Drs. HM. Jusuf Rizal, SE M.Si Ir.HM.Nurcahyo Riswanto

Presiden LIRA Sekretaris Jenderal
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

(1) Peraturan Organisasi adalah suatu peraturan yang mengatur dan mengikat
seluruh aparat organisasi LIRA termasuk mekanisme kerjanya yang belum diatur
dalam AD/ART LIRA dan Keputusan MUNAS | LIRA,;

(2) LIRA  menjalin hubungan dan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi dan Keputusan Dewan pengurus
sesuai tingkatannya;

Pasal 2
Kedudukan
(1) Hubungan dan kerjasamaantara LIRA dengan Organisasi Kemasyarakatan
dilakukan dalam rangka mendapatkan manfaat bagi kedua belah pihak baik
secara kelembagaan maupun keanggotaan;
(2) Dalam hubungan dan kerjasama kedua belah pihak memiliki posisi yang
sederajat, mandiri dan tidak dapamencampuri urusan internal dari masing
masing pihak;

Pasal 3
Asas dan tujuan
Kedua belah pihak samsama mengetahui dan mengerti bahwa asas, tujuan dan
program kerja organisasi memiliki visi dan misi yang selaras guna mewujudkan
tujuan bersama;

Pasal 4
Ruang Lingkup
(1) Peraturan Organisasi ini secara umum mengatur tentang tatanan hubungan LIRA
dengan Organisasi Kemasyarakatan;
(2) Peraturan Organisasi ini mengatur dan memberikan kewenangan terhadap LIRA
untuk menjalin hubungan dengan Organisasi Kemasyarakatan;

BAB I
JENIS ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 5
LIRA dapat menjalin kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan antara lain :
a. Kepemudaan;
b. Karang taruna;
c. Wanita;
d. Keagamaan;
e. Cendikiawan;
f.  Serikat Buruh/ Pekerja;
g. Nelayan;
h. Petani;
i. Sosial dan Yayasan;
j- Dan lan-lain sesuai dengan kebutuhannya.
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BAB Il
BENTUK HUBUNGAN DAN KERJASAMA

Pasal 6
Bentuk hubungan LIRA dengan Organisasi kemasyarakatan dilandasi atas :
Kesejarahan;
Platform Organisasi;
Aspirasi Politik;
Program;
Hal hal lain yang dianggap perlu;

®ooop

Pasal7
Bentuk kerjasama LIRA dengan Organisasi Kemasyarakatan meliputi kegiatan :
Penyaluran aspirasi;
Pelaksanaan program kerja;
Pelaksanaan kaderisasi;
Pelaksanaan rekruitmen kepemimpinan;
Hal lain yang dianggap perlu;

®o0TE

BAB IV
TINGKATAN HUBUNGAN DAN KERJASAMA

Pasal 8
(1) Tingkatan hubungan LIRA  dengan organisasi kemasyarakatan adalah
hubungan kesejarahan yang bersifat saling menuntungkan (simbiosis
mutualisme) baik pada tingkat institusi kelembagaab organisasi maupun
keanggotaan;
(2) Tingkatan hubungan sebagaimanaimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku
mulai tingkat pusat hingga tingkatan organisasi paling bawah;

Pasal 9
Pelaksanaan kerjasama anatara LIRA dengan organisasi kemasyarakatan dilakukan di
dalam tingkatan sebagai berikut :

a. Kerjasama tingkat pusat, liksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat LIRA
dengan Organisasi Kemasyarakatan tingkat pusat, untuk hdlal yang
bersifat kebijakan strategis (policy maker) dan berlingkup nasional, regional
maupun internasional;

b. Kerjasama tingkat Propinsi, dilaksanakan lolBewan Pimpinan Wilayah
LIRA tingkat Propinsi dengan Organisasi Kemasyarakatan tingkat Propinsi
untuk hal- hal yang bersifat teknis operasional dalam lingkup Wilayah
Propinsi yang bersangkutan;

c. Kerjasama tingkat Kabupaten/ Kota, dilaksanakan oleh DevRimpinan
Daerah LIRA tingkat Kabupaten/ Kota dengan Organisasi Kemasyarakatan
tingkat Kabupaten/ Kota untuk hal hal yang bersifat teknis operasional
dalam lingkup Wilayah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan;

d. Kerjasama tingkat Kecamatan, dilaksanakaoleh Dewan Pimpinan
Kecamatan LIRA tingkat Kecamatan dengan Organisasi Kemasyarakatan
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tingkat Kecamatan untuk hat hal yang bersifat teknis operasional dalam
lingkup Wilayah Kecamatan yang bersangkutan;

Kerjasama tingkat Kelurahan/ Desa, dilaksanakaleh Dewan Pimpinan
Kelurahan/Desa LIRA  tingkat Kelurahan/Desa dengan Organisasi
Kemasyarakatan tingkat Kelurahan/Desa untuk halhal yang bersifat
teknis operasional dalam lingkup Wilayah Kelurahan/ Desa  yang
bersangkutan;

BAB V
TATA CARA HUBUNGANERJASAMA
DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 10

Hubungan dan kerja sama dalam penyaluran aspirasi :

a.

Organisasi Kemasyarakatan dapat menyampaikan aspirasi, pemikiran atau
pendapat kepada LIRA dan sebaliknya LIRA melalui mekanisme internal juga
dapat menyampaikan, menampung, mengelolah dan menyalurkan kepada
lembaga / institusi Pemerintah yang relevan dengan aspirasi, pemikiran dan
pendapat yang dimaksud;

LIRA berkewajiban memperjuangkan keberhasilan secara optimal aspirasi,
pemikiran dan pendapat yangliterimanya dari Organisasi Kemasyarakatan
dimaksud;

Aspirasi yang belum berhasil diperjuangkan oleh LIRA tidak menyebabkan
munculnya akibat hukum terhadap LIRA;

Pasal 11

Hubungan dan kerjasama dalam pelaksanaan program kerja ;

a.

LIRA dapat mendistribusikarprogram kepada Organisasi Kemasyarakatan
dan sebaliknya Organisasi Kemasyarakatan dapat mengajukan usul program
kepada LIRA;

Pembiayaan pelaksanaan program yang menjadi lingkup hubungan dan
kerjasama menjadi beban LIRA dan Organsasi Kemasyarakatan yang
bersangkutan dengan porsi sesuai kesepakatan bersama;

Pasal 12

Hubungan dan kerjasama dalam pelaksanaan Kaderisasi ;
a. LIRA menerima calor calon peserta kaderisasi yang berasal dari Organisasi

Kemasyarakatan, dan Organisasi Kemasyarakatan dapat kader patanguk
mengikuti program kaderisasi LIRA;

Proses seleksi, kriteria dan prosedur penentuan peserta kaderisasi bagi calon
yang berasal dari organisasi kemasyarakatan tetap menggunakan ketentuan
yang berlaku pada Dewan Pimpinan Pusat LIRA;

Pasal 13

Hubungan dan kerjasama dalam rekruitmen kepemimpinan ;
a. LIRA memperhatikan sungguh sungguh penyaluran kader kepemimpinan

yang bersumber dari Organisasi Kemasyarakatan, dan Organisasi
Kemasyarakatan dapat mengusulkan kader potensial dari Organisasi;
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b. Proses skeksi, kriteria dan prosedur rekruitmen kader yang bersumber dari
Organisasi Kemasyarakatan dilaksanakan dengan menggunakan proses,
kriteria dan prosedur yang sama bagi anggota LIRA yang diatur dalam
AD/ART LIRA;

c. Ketentuan mengenai relawan yang akan mendap penugasan dari LIRA
sepenuhnya menjadi kewenagnan LIRA;

BAB VI
PENGHENTIAN HUBUNGAN DAN KERJASAM
DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 14
Hubungan dan kerjasama dapat diberhentikan atau berakhir apabila para pihak yang
berhubungan dan kerjasamaersepakat menghentikan hubungan dan kerjasama;

Pasal 15

(1) Selain karena sebab sebagaimana dimaksud pada pasal 14 Peraturan
Organisasi ini, hubungan dan kerjasama dapat berhenti apabila :

a. Salah satu pihak mengusulkan kepada pihak lain untuk menghentikan
hubungan dan kerjasama disertai alasamlasan tertentu;

b. Pihak yang menerima usul penghentian hubungan dan Kkerjasama
menerima dan menyetujui usul penghentian hubungan kerjasama ;

(2) Apabila pihak yang menerima usul penghentian hubungan dan kerjasama
menyetujui usul penghentian hubungan dan kerjasama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf (b) pasal ini, pihak penerima usul menyampaikan
surat persetujuan kepada pengusul;

(3) Apabila pihak yang menerima usul penghentian hubungan dan kerjasama
menolak usul penghatian hubungan dan kerjasama, maka pihak penerima
usul menyampaikan alasan penolakan;

Pasal 16
(1) Dalam hal para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menghentikan
hubungan dan kerjasama, maka ditempuh usaisaha musyawarah untuk
mufakat;
(2) Apabila langkah sebagaimana disebut di pasal ini tidak tercapai, maka
ditempuh penyelesaian melalui keputusan tertinggi organisasi kemasyarakatan
yang bersangkutan;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akaurdi
kemudian dalam kebijakan organisasi tersendiri yang tidak terpisahkan dari
peraturan organisasi ini;

Pasal 18
Jika terdapat kekeliruan dalam Peraturan Organisasi ini maka akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya;
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Pasal 19

Keputusan ini berlakusejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan
seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Maret 2011

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LUMBUNG INFORMASI RAKYAT

Drs. HM. Jusuf Rizal, SE.M.Si Ir.HM.Nurcahyo Riswanto
Presiden LIRA Sekretaris Jenderal
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SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 19/A1/Kep-PO/DPRLIRA/II/2011

Tentang

PERATURAN ORGANISASI

PENGELOLAAN DAN MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

LUMBUNG INFORMASI RAKYAT (LIRA)

Dewan Pimpinan Pusdtumbung Informasi Rakyat :

Menimbang: a

Mengingat: a.

Memperhatikan :

Bahwa Munas | LIRA tanggal 273- Oktober 2010 telah telah
menghasilakan beberapa keputusan penting diantaranya
mengenai perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga dan Program Umum Lumbung Informd8akyat;

Bahwa salah satu hal penting yang diatur dalam Perubahan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lumbung
Informasi Rakyat adalah mengenai pengelolaan keuangan;
Bahwa dalam rangka melaksanakan program LIRA yang bersih dan
bebas dari korupsi, koluglan nepotisme (KKN), diperlukan adanya
ketentuan yang mengatur mengenai Pengelolaan dan Mekanisme
Pertanggungnjawaban Keuangan LIRA,

Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada paindliatas
perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Organisasi;

Keputusan Munas | LIRA tahun 2010 tentang perubahan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LIRA;

Keputusan Munas | LIRA tentang Program Umum LIRA;

Keputusan DPP LIRA No0.006/A1/Kep/DPPLIRA/II/2011 tanggal 1
Februari 2011, tentang Susundersonalia Dewan Pimpinan Pusat
Lumbung Informasi Rakyat masa bakti 204@015;

Keputusan Dewan Pimpinan Pusat LIRA Nomor : 366/DPP
LIRA/MUNAS/A/VII/2010 tanggal 16 Agustus 2010, tentang
Struktur dan nama Personil Kepanitiaan Penyelenggara Semina
NGO International datMunasl Lumbung Informasi Rakyat (LIRA);

Usul, pendapat serta saran yang berkembang dalam rapat
rapat Dewan Pimpinan Pusat dan Tim Pengarah Munas | LIRA.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN ORGASASI TENTANG PENGELOLAAN DAN
MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN LIRA
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Maret 2011
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LUMBUNG INFORMASI RAKYAT =
Drs. HM. Jusuf Rizal, SE M.Si Ir.HM.Nurcahyo Riswanto

Presiden LIRA Sekretaris Jenderal
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BAB I

UMUM

Pasal 1
Keuangan LIRA adalah semua hak dan kewajiban LIRA dalam rangaka
penyelenggaraan program umum yang dapat dipertanggung jawabkan.
Keuangan LIRA dikelola secara tertib, sesuai pada peraturan perundang
undangan, efisiengkonimis, efektif, transparan dan bertanggungjawab.
Semua penerimaan menjadi hak sepenuhnya milik LIRA;
Semua pengeluaran menjadi beban dari LIRA;
Dana abadi LIRA adalah dana yang disediakan khusus dan/atau disimpan, yang
tidak dapat digunakan untuk kegi@n-kegiatan rutin LIRA.

BAB Il
TUGAS- TUGAS
Pasal 2

Bendahara Umum bertugas :

a.

b
c.
d.
e
f.

@)
@)

(©)

Membantu Presiden LIRA dalam melaksanakan tugasnya;

Memupuk dan mengembangkan sumbef sumber dana dan sarana lainnya;
Menggalakkan pemasukan iuran anggota;

Mengdakanusahausaha lain yang sah;

Menyusun rencana anggaran

Mengelola pemasukkan dan penggunaan dana.

BAB IlI
PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 3
Presiden, Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan dan
penanggungjawab umumpengelolaan keuangan LIRA sesuai Katannya;
Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan LIRA sesuai tingkatannya,
Presiden/Gubernur/ Bupati/Walikota mendelegasikan sebagian atau seluruh
kewenangannya kepada Bendahara Umum/Bendahara sesuai tingkatannya;
Dalam melaksanakan tugasnya, Berdaa Umum/Bendahara dapat dibantu
oleh Wakil Bendahara Umum/ Wakil Bendahara sesuai tingkatannya;

BAB IV
PELAKSANAAN DAN MEKANISME KEUANGAN
Pasal 4
Sumber Penerimaan

Sumber penerimaan keuangan LIRA terdiri atas :

@~ooooe

luran anggota yang ditetapkan oleh DewaPengurus;
luran Anggota yang dipungut Dewan Pengurus Daerah;
luran dari Dewan Pimpinan Wilayah

luran dari Dewan Pimpinan Daerah

Sumbangan perorangan / lembaga yang tak mengikat;
Usahausaha lain yang sah;

Bantuan dari Anggaran Negara Pemerintah Pusatebsh;
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Pasal 5
Pengeluaran yang menjadi beban LIRA :
a. Pelaksanaan dari program umum LIRA,;
b. Kesektariatan;
c. Bantuan kepada organisasi/kader yang mengalami musibabh;
d. Kegiatankegiatan lain yang tidak mengikat;

Pasal 6
(1) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangdiRA dicatat oleh Bendahara
Umum/Bendahara,;
(2) Setiap pengeluaran yang menjadi beban LIRA sudah diputuskan melalui rapat
yang diadakan khusus untuk itu, kecuali pengeluaran yang bersifat khusus;
(3) Setiap pengeluaran harus didukung dengan buliukti yang lengka;

Pasal 7
Bendahara Umum/Bendahara dapat mendepositokan dana yang belum
dimanfaatkan atas persetujuan Presiden/Gubernur/Walikota/Bupati LIRA sesuai
dengan tingkatannya, yang dikhususkan sebagai dana abadi, dengan tetap
memperhatikan terjaminnya kesinamigan pendanaan.

BAB V
PENGELOLAAN ASSET/ BARANG
Pasal 8
(1) Pengelolaan segala bentuk kekayaan organisasi berasal dari pembeliaan yang
bersumber dari penerimaan keuangan LIRA;
(2) Asset LIRA dapat berbentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak;

Pasal 9
Pencatatan kekayaan organisasi dilakukan oleh Bendahara Umum/ Bendahara LIRA
atau pengurus yang ditunjuk untuk itu;

Pasal 10
Dalam hal kekayaan organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan
Organisasi ini menghasilkan penerimaan, maka seluruh pémeaan tersebut disetor
kepada Bendahara Umum/ Bendahara LIRA,;

Pasal 11
Dalam penghapusan kekayaan organisasi dengan cara tukar menukar atau jual beli
harus mendapat persetujaun dari rapat pleno LIRA sesuai tingkatannya;

BAB VI
LAPORAN KEUANGAN
Pasal 12
Keuangan LIRA dilaporkan setiap triwulan dan tahunan yang disampaikan dan
dipertanggung jawabkan dalam rapat pleno LIRA sesuai tingkatannya;
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BAB VII
PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN
Pasal 13
Pertanggung jawaban keuangan terdiri dari :
a. Pertanggungjawaban untulakhir masa jabatan;
b. Pertanggung jawaban untuk hal tertentu;

Pasal 14
Dalam melaksanakan tusasnya Bendahara Umun / Bendahara bertanggung jawab
Presiden/ Gubernur/ Walikota/Bupati LIRA sesuai tingkatannya;

Pasal 15

Dalam menjalankan tugas dan kewajibanelsagai Presiden/ Gubernur/ Bupati/
Walikota pertanggungjawaban keuangan akan disampaikan dalam Munas/Muswil/
Musda;

BAB VIII
KERUGIAN KEUANGAN
Pasal 16
Setiap kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh
pelanggaran ataupun kelalaiaharus dipertanggung jawab Pengelolaan Keuangan;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Hal - hal yang merupakan lebih lanjut dari Peraturan Organisasi ini ditetapkan
dengan peraturan pelaksana ;

Pasal 18
Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditekap dan akan dilakukan
perbaikan sepenuhnya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Maret 2011
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LUMBUNG INFORMASI RAKYAT

Drs. HM. Jusuf Rizal, SE M.Si Ir.HM.Nurcahyo Riswanto
Presiden LIRA Sekretaris Jenderal
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SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 20/A1/Kep-PO/DPRLIRANII/2011

Tentang

PERATURAN ORGANISASI
PROSEDUR SURAT MENYURAT
LUMBUNG INFORMASI RAKYAT (LIRA)

Dewan Pimpinan Pusat Lumbung Informasi Rakyat :

Menimbang: a Bahwa dalam rangka mendayagunakan dan menggerakkan
administrasi organisasi secara baik, perlu dibangun jaringan
komunikasi yang lancar secara formal, baik intern maupun ekstern,
secara vertical maupun horizontal;

b. Bahwa dalam rangka pembinaan komikasi formal tersebut
agar sejalan dengan misi organisasi, diperlukan adanya prosedur
surat menyurat yang seragam dalam rangka mendukung jalannya
roda organisasi Lumbung Informasi Rakyat;

c. Bahwa untuk terjaminnya Kkonsistensi pelaksanaannya, maka
prosedur surat menyurat Lumbung Informasi Rakyat perlu diatur
dalam Peraturan Organisasi yang ditetapkan dengan Surat
Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lumbung Informasi Rakyat;

Mengingat : a. Undang - Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi

Kemasyarakatan;

b. Surat Keputusan Munas | LIRA Nomor 06/MUMASRA/2010
tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LIRA;

c. Surat Keputusan Munas | LIRA Nomor 07/MUMNASRA/2010
tentang Garis- Garis Besar Program LIRA,;

d. Keputusan Dewan Pimpina Pusat LIRA Nomor : 366/DPP
LIRA/MUNAS/A/VII/2010 tanggal 16 Agustus 2010, tentang
Struktur dan nama Personil Kepanitiaan Penyelenggara Seminar
NGO International datMunasl Lumbung Informasi Rakyat (LIRA);

Memperhatikan: Usul, pendapat sertasaran yang berkembang dalam rapat
rapat Dewan Pimpinan Pusat dan Tim Pengarah Munas | LIRA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN ORGANISASI TENTANG PROSEDUR SURAT
MENYURAT LIRA.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Maret 2011
DEWANPIMPINAN PUSAT
LUMBUNG INFORMASI RAKYAT

Drs. HM. Jusuf Rizal, SE.M.Si Ir.HM.Nufcahyo Riswanto
Presiden LIRA Sekretaris Jenderal
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BAB I
UMUM
Pasal 1

(1) Surat adalah alat untuk menyampaikan berita secara tertulis;

(2) Prinsip pokok pembuatan surat terdirdari menentukan tujuan dan maksud
penulisan surat; merancang yaitu mewujudkan ide agar menjadi isi surat dengan
urutan - urutan dan menggunakan tata bahasa yang baik;

(3) Surat menyurat adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian surat
surat dan berig, baik tertulis maupun lisan yang timbul dari pencatatan, laporan,
perencanaan, program atau keputusan yang mungkin masih menimbulkan
adanya permintaan penjelasan, sehingga pengarahan atau pengurusan semua
kegiatan dapat dilaksanakan secara tepat dan laen

(4) Prosedur Surat Menyurat LIRA yang selanjutnya dalam Peraturan Organisasi ini
disebut PSML merupakan mekanisme surat menyurat yang digunakan oleh
seluruh jajaran LIRA untuk keperluan internal dan eksternal;

Pasal 2
PSML disusun dalam rangka memberikgoedoman kepada semua tingkatan
kepengurusan LIRA agar dalam menjalankan tugasnya untuk memudahkan
koordinasi dan sinkronisasi dalam melakukan komunikasi surat menyurat secara
formal,

Pasal 3
PSML ini terdiri dari: kesekretariatan, surat menyurat ge@mgaturan klasifikasi surat,
tata cara penggunaan stempel dan wewenang tanda tangan serta didukung dengan
kelengkapan surat menyurat berupa kop surat, stempel dan amplop;

BAB I
SEKRETARIAT
Pasal 4

(1) Sekretariat adalah organ yang bertanggung jawab atas dwedaran surat
menyurat;

(2) Petugas Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab atas
kelancaran surat menyurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(3) Sekretariat Tingkat Pusat dipimpin oleh Direktur Eksekutif, Wilayah oleh Area
Manejer dan Daerah igimpin oleh Manejer dan dibantu oleh beberapa staff
yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet ditingkat Pusat, Sekretaris
Wilayah ditingkat Wilayah dan Sekretaris Daerah ditingkat Kabupaten/Kota;

Pasal 5
Sekretariat berada dibawah tanggungjawabe®retaris Jenderal/ Sekretaris Wilayah/
Sekretaris Daerah LIRA sesuai tingkatan dengan tugasas :
a. Melakukan koordinasi melalui penyampaian kebijaksanaan organisasi yang
akan diteruskan kesemua jenjang melalui saluran PSML;
b. Membantu kelancaran kegiatan organisasi dalam mendistribusikan
keputusan dan kebijaksanaan organisasi dengan cepat dan tepat dengan
menggunakan berbagai saluran informasi;
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Pasal 6
Dalam memberikan informasi yang diperlukan pengurus organisasi, sekretariat
menyusun laporan- laporanorganisasi dan mengelola surat menyurat;

BAB IlI
STANDARISASI SURAT
Pasal 7
(1) Standarisasi adalah penyeragaman bentuk, logo, warna, warna , ukuran dan
tulisan dari alat- alat yang digunakan dalam PSML, bentuk surat menggunakan
american block style dengajenis huruf Myriod Pro atau Times New Roman.
(2) Standarisasi meliputi surat menyurat; klasifikasi dan derajat surat; bentuk dan
ukuran kertas surat organisasi, stempel organisasi; bentuk, warna, ukuran dan
tulisan kop/amplop surat serta singkatan;

BAB IV
SURAT MENYURAT
Pasal 8
(1) Surat resmi terdiri dari surat internal dan eksternal;
(2) Surat internal adalah surat yang ditujukan kepada lingkungan internal LIRA,
meliputi semua tingkatan Pengurus, Dewan Pembina dan Relawan;
(3) Surat eksternal adalah surat yang ditujuk&epada pihak diluar LIRA,;

Pasal 9
(1) Maksud isi surat dapat memuat keputusan, perintah/instruksi, pemberitahuan,
pertanyaan, pernyataan, permintaan dan lalain yang dianggap penting;
(2) Tujuan umum surat menyurat adalah menyampaikan maksud dalam bentuk
tulisan agar tindakan yang dikehendaki dapat tercapai dengan tepat dan cepat;

Pasal 10

(1) Jenis surat PSML terdiri dari surat biasa, surat yang bersifat mengatur dan
memorandum;
(2) Surat biasa terdiri dari :

a. Laporan yaitu suatu pertanggungjawaban sesuai dengan tug@stentu
yang diberikan organisasi, sebagaimana yang diatur pada ayat 3 butir ¢ ;

b. Undangan yaitu surat kesediaan untuk menghadiri suatu kegiatan LIRA,
baik yang bersifat internal maupun eksternal;

c. Telegram, radiogram, teleks, airgram, faksimili, SMS, ienmadalah
penyampaian berita yang harus disampaikan kepada pihak yang dituju,
secara singkat, padat dan menghilangkan k&tata yang tidak perlu tanpa
mengaburkan arti;

d. Surat keterangan resmi organisasi yang diberikan kepada pengurus atau
anggota untuk dgunakan sesuai dengan isi keteranga;

e. Surat pengantar adalah surat untuk memberitahukan asal dan maksud
suatu surat lain;
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Surat permohonan adalah surat yang berisi permohonan kepada
perorangan atau institusi, baik internal maupun eksternal agar memenuhi
maksud tertentu sebagaimana yang dimaksud pada pokok surat ini;
Pemberitahuan adalah surat yang berisi informasi tentang suatu hal yang
hrus diketahui oleh pengurus/relawan;

(3) Surat yang bersifat mengatur terdiri dari :

4)

a.

Keputusan yaitu surat yang dibuat bdasarkan hasil rapat pengurus yang
memuat suatu kebijaksanaan pokok yang harus diataati oleh seluruh atau
sebagian relawan LIRA;

Peraturan Organisasi yaitu surat yang memuat ketentuan persyaratan
yang harus dipenuhi dalam melakukan tindakan administragi
keorganisasian;

Instruksi/ Petunjuk Pelaksana/ Petunjuk Teknis yaitu surat yang berisi cara
pelaksanaan dari suatu keputusan yang memuat unsunsur teknis dan
biasanya merupakan tindak lanjut dari suatu keputusan;

Surat Perintah/ Mandat/ Tugas adalahrat pernyataan pelimpahan suatu
wewenang dari organisasi yang diberikan kepada organisasi setingkat
dibawahnya atau seorang/ beberapa orang penguurus / anggota atau
orang lain untuk bertindak atas nama organisasi, melakukan sesuatu sesuai
dengan perintah/ mandate/ tugas yang diberikan, yang berlaku dalam
jangka waktu tertentu,. Surat Perintah/ Mandat / Tugas ini harus
dipertanggungjawabkan oleh penerimanya;

Surat Edaran yaitu pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada
Pengurus atau Relawan yang berisemelasan atau petunjuk tentang cara
tindak atas sesuatu peraturan atau atas sesuatu kejadian yang
berhubungan dengan organisasi tanpa memuat suatu kebijaksanaan
pokok;

Pengumuman yaitu suatu pemberitahuan yang ditujukan kepada semua
pengurus, Relawan atgpun pihak luar yang tidak memuat petunjuk
pelaksanaan secara teknis ataupun menurut suatu aturan yang telah
ditetapkan;

Memorandum adalah mekanisme komunikasi atau surat menyurat informal
secara tertulis antar pengurus dalam organisasi. Tidak dibenarkan
menggunakan Kop Surat untuk membuat memorandum;

BAB V
KLASIFIKASI DAN DERAJAT SURAT
Pasal 11

(1) Klasifikasi adalah penentuan dan penegasan tentang pentingnya suatu surat;

yang berhak menerima, membaca dan bertanggung jawab; serta cara
penanganan dan pengamaannya. Klasifikasi ini terdiri Sangat Rahasia, Rahasia,
Terbatas dan Biasa;

(2) Sangat Rahasia adalah surat yang hanya orang tertentu di dalam organisasi yang

berhak mengetahuinya dan tidak boleh disebarluaskan kepada yang tidak berhak
sebab akan membahayakaorganisasi. Surat dengan klasifikasi Sangat Rahasia ini
dapat dimusnahkan setelah dikomunikasikan kepada yang berhak;
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(3) Rahasia adalah surat yang hanya diketahui oleh kalangan terbatas dalam
organisasi dan berisi keterangan yang bila disebarluaskan kepadagytidak
berhak dapat menurunkan derajat dan kewibawaan organisasi yang pada
akhirnya merugikan organisasi;

(4) Terbatas adalah surat yang dianggap perlu diketahui oleh pengurus tertentu saja
dan jika pelaksanaannya telah berjalan maka klasifikasi keterbamaga sudah
tidak berlaku lagi.

(5) Surat Biasa adalah surat yang sifatnya umum dan tidak terdapat kerahasiaan;

(6) Yang mempunyai wewenang untuk menentukan Klasifikasi surat adalah
Presiden/ Gubernur/ Bupati/Walikota/Sekjen/Sekwilda/Sekda/sesuai dengan
tingkatan;

(7) Teknis penggunaan amplop surat menurut Kklasifikasi serta pengirimnya
sebagaimana tercantum padiampiran 1 PSML ini

Pasal 12
(1) Derajat surat adalah kecepatan sampainya surat kepada yang ditujukan
berdasarkan waktu penyampaian/ pengiriman;
(2) Derajat surat tebbagi 4 tingkatan yaitu :
a. Kilat yaitu surat yang harus dikirim seketika setelah surat tersebut dibuat;
b. Sangat Segera yaitu surat yang harus dikirim pada saat itu juga;
c. Segera yaitu surat yang harus dikirim dalam waktu 24 jam;
d. Biasa yaitu surat yang dikirifmerdasarkan jadwal pelayanan pos;
(3) Derajad surat dibubuhkan pada amplop disudut kanan atas;

BAB VI
SURAT KELUAR DAN SURAT MASUK
Pasal 13
(1) Berdasrkan lalulintas pengirim, maka surat terbagi atas surat keluar dan surat
masuk.
(2) Surat keluar internal organisédsadalah surat organisasi yang dikirim atau
disampaikan kepada pengurus atau relawan pada semua tingkatan;
(3) Surat keluar eksternal organisasi adalah semua surat organisasi yang dikirim atau
disampaikan kepada pihak diluar organisasi LIRA;

Pasal 14

(1) Surat nasuk adalah semua surat/ tulisan atau berita yang diterima, baik dari
pihak internal maupun eksternal organisasi;

(2) Penerimaan surat masuk dipusatkan di Sekretariat sebelum didistribusikan;

(3) Penelitian surat masuk didasarkan pada klasifikasi dan derajat sstatit masuk
berklasifikasi sangat rahasia, rahasia dan terbatas diteruskan dalam keadaan
sampul masih tertutup kepada yang berhak menerimnaya, dan surat biasa dapat
dibuka oleh petugas sekretariat yang diberi wewenang, dicatat dan dilengkapi
dengan lembaan disposisi dan diteruskan kepada yang berhak menerimanya;

(4) Semua surat/ tulisan atau berita yang masuk harus dicatat oleh Sekretariat sesuai
dengan sifat surat tersebut ke dalam :

a. Buku agenda umum, untuk mencatat semua surat masuk yang
berklasifikasbiasa;
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b. Buku agenda rahasia, untuk mencatat semua surat masuk yang
berklasifikasi sangat rahasia, rahasia dan terbatas;

(5) Lembaran disposisi dipergunakan oleh Presiden/ Sekretaris Jenderal
Gubernur/Sekretaris Wilayah dan Bupati/Walikota/Sekretaris Dhepada setiap
tingkatan untuk ditujukan kepada pengurus yang diberi wewenang untuk
mengambil tindakan penyelesaian atas maksud isi surat tersebut. Contoh lembar
disposisi sebagaimana tercantum padampiran 2 PSML

(6) Penyimpanan surat masuk dilaksanakaesuai dengan ketentuan yang berlaku
dan disimpan dengan sebaibaiknya;

Pasal 15

(1) Susunan dan cara penulisan surat keluar diatur sebagaimana pada lamg@ran
PSML inj

(2) Daftar singkatan yang diperlukan surat menyurat diatur daldampiran 4 PSML;

(3) Penomoransurat diawali dengan nomor secara beruntun dimulai dari numerik
nomor 1 dilanjutkan dengan singkatan keterangan surat, diikuti tingkatan
kepengurusan, bulan dan tahun. Tanggal surat dimulai pada tanggal 1 Januari
ditutup 31 Desember setiap tahun.Tata capenomoran sebagaimana tercantum
padalampiran 5 PSMLini;

(4) Jika surat keluar memerlukan lebih dari satu halaman maka lembar pertama tidak
perlu diberi nomor halaman sedangkan lembar berikutnya diberi nomor halaman.
Hanya lembar pertama yang menggunakan Kofurat, sedangkan lembar
berikutnya menggunakan lembaran halaman kedua.( kertas putih tanpa Kop
Surat). Untuk menghubungkan pengertian halaman pertama dengan halaman
berikutnya disudut kanan bawah dicabtumkan halaman berikut diikuti satu kata
pertama yangtertera pada halaman berikutnya;

(5) Khusus untuk Surat Keputusan / Surat Mandat/ Surat Tugas apabila memerlukan
lampiran tidak perlu dicantumkan nomor urut halaman tetapi menyebutkan
lampirannya dengan mencantumkan nomor dan tanggalnya;

(6) Tembusan surat dapatiduat bila diperlukan sebagai laporan atau pemberitahuan
yang ditujukan kepada pejabat atau pihak lain yang berkepentingan dan pada
prinsipnya tembusan surat hanya untuk arsip;

(7) Tanda Tangan dan Stempel Organisasi dalam surat keluar harus asli dan tidak
boleh menggunakan fotocopy, terutama surat keluar eksternal organisasi, untuk
surat keluar internal organisasi dapat difotocopy tetapi stempel organisasi harus
asli;

BAB VII
KELENGKAPAN SURAT MENYURAT
Pasal 16
(1) Kop Surat adalah lembar kertas surat resmi Lb@fAwarna purih yang diatasnya
terdapat gambar lambang dan tulisan sesuai tingkatan kepengurusan LIRA, Kop
Surat menggunakan kerta A4;
(2) Stempel kepengurusan adalah cap yang berbentuk segi empat yang bertuliskan
lambang LIRA yang bertuliskan tingkat kepengwgan LIRA dan berwarna hitam
kuning;
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(3) Amplop adalah sampul surat resmi yang diatasnya terdapat logo dan tingkat
kepengurusan LIRA. Untuk surat menyurat eksternal pada amplop tertera juga
alamat seketariat LIRA;

(4) Bentuk, ukuran dan contoh kelengkapan surat emyurat ini sebagaimana
tercantum padalampiran 6 PSMLini;

BAB VIlI
PENGGUNAAN KELENGKAPAN SURAT MENYURAT DAN
WEWENANG PENANDATANGAN SURAT

Pasal 17
(1) Kop Surat hanya digunakan untuk kepentingan surat menyurat LIRA sesuai
dengan tingkatanya;
(2) Amplop digunakan sebagai sampul surat menyurat resmi LIRA,

Pasal 18
(1) Yang dapat menggunakan Stempel Organisasi adalah Pengurus LIRA disemua
tingkatan yang diberi wewenang dan hanya dipergunakan untuk kepentingan
organisasi;
(2) Stempel LIRA ada 2 jenis :
a. Stempel ukuran besadipergunakan untuk surat menyurat;
b. Stempel ukuran kecil dipergunakan untuk tanda pembayaran surat
berharga dan kartu anggota;

Pasal 19

(1) Wewenang penandatangan surat hanya dilakukan oleh Presiden dan atau
Sekretaris Jenderal ditingkat DPP, Gubernur dan r8&ltis Wilayah untuk DPW
dan Bupati/Walikota dan Sekretaris Daerah ditingkat DPD;

(2) Untuk tingkat DPP, bila Presiden dan Sekjen berhalangan dapat dilakukan oleh
Wakil Presiden dan Sekretaris Kabinet/ Wakil Sekjen yang diberi wewenang/
mandat untuk itu;

(3) Untuk tingkat DPW dan DPD bila Gubernur/ Sekretaris Wilayah dan
Bupati/Walikota/ Sekretaris Daerah berhalangan maka penandatangan dapat
dilakukan oleh Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota dan Wakil Sekretaris
Daerah/Wakil Sekretaris Daerah yang diberiwenang / mandat untuk itu;

Pasal 20

(1) Untuk surat yang sifatnya mengatur sebagaimana yang dimaksud pada pasal 10
ayat 3 butir a,b dan c harus ditandatangani oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal,
Gubernur dan Sekretaris Wilayah, Bupati/Walikota dan Sekret@®raerahsesuai
dengan tingkatan kepengurusan;

(2) Untuk surat biasa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 2 butir b,c,d,e,f dan
g serta ayat 3 butir d dan e cukup ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/
Sekretaris Kabinet untuk tingkat DPP dan Sekretagisusi dengan tingkatannya;

(3) Untuk surat yang sifatnya spesifik dan internal seperti untuk keperluan
Departemen, Deputi, Korwil, Korda cukup ditandatangani oleh Ketua yang
membidangi atau pejabat yang mempunyai dan diberi kewenangan untuk itu;
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BAB IX
MEKANSME SURAT MENYURAT SECARA VERTIKAL
Pasal 21

(1) Hubungan surat menyurat dapat dilakukan secara vertikal baik dari atas ke bawah
maupun dari bawah ke atas;

(2) Hubungan langsung dari atas ke bawah dapat dilakukan sebanrpakyaknya
dua tingkat dengan tembusan dibékan kepada kepengurusan satu tingkat di
atas yang dituju;

(3) Hubungan langsung dari bawah ke atas hanya dapat dilakukan satu tingkat
diatasnya. Apabila hendak melakukan hubungan dua tingkat, harus melalui
kepengurusan di atasnya,;

Pasal 22
Untuk keperluanyang amat mendesak dan sangat penting hubungan dua tingkat ke
atas dapat dilakukan secara langsung dengan sepengetahuan kepengurusan di
atasnya melalui pemberian tembusan surat dimaksud,;

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Segala sesuatu yang belum termuatalhm peraturan organisasi ini akan diatur
selanjutnya;

Pasal 24
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan organisasi LIRA yang
mengatur tentang prosedur surat menyurat dinyatakan tidan berlaku lagi;

Pasal 25
Keputusan ini berlaku sejak tangdaditetapkan dan akan dilakukan perbaikan
seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Maret 2011
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LUMBUNG INFORMASI RAKYAT

Drs. HM. Jusuf Rizal, SE M.Si Ir.HM.Nurcahyo Riswanto
Presiden LIRA Sekretaris Jenderal
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LAMPIRAN |

TEKNIS PENGGUNAAN AMPLOP SURAT MENURUT KLASIFIKASI DAN

PENGIRIMANNYA

A. TEKNIS PENGGUNAAN AMPLOP

a.

C.

d.

Untuk klasifikasi Surat Sangat Rahasia digunakan 3 (tiga) amplop :

1. Amplop pertama :yang berisi surat dilak atau dengan celotape di

stampel pada sambungan amplop di tiga tempat, dibagian belakang

pada ujung kanan amplop distampel “klasifikasi surat”.

Masukan surat pada amplop ke dua.

3. Amplop ke dua : diperlakukan sama dengan amplop pena dan
distempel pada sambungan amplop di dua tempat, kemudian
dimasukan pada amplop ke tiga.

4. Pada amplop ke tiga: di sebelah kiri amplop distempel dan di sebelah
kanan amplop di cap “klasifikasi surat”.

Untuk amplop rahasia digunakan 2 (dua) amplop.

1. Amplop pertama yang berisi surat diperlakukan sama dengan amplop
pertama surat sangat rahasia.

2. Amplop ke dua diperlakukan sama dengan amplop ke tiga surat
sangat rahasia.

Untuk Surat Terbatas : digunakan satu amplop organisasi distempel ”

terbatas”.

Untuk Suat Biasa digunakan satu amplop organisasi.

N

B. PENGIRIMAN SURAT MENURUT KLASIFIKASI.

a.

Untuk Surat Sangat Rahasiaharus dibawa sendiri oleh staf sekretariat
yang ditujukan yang ditunjuk oleh Sekjen/Sekretaris sesuai dengan
tingkatan untuk disampaikan kepada yes berhak menerimanya secara
langsung.

Surat Rahasiaharus disampaikan oleh kurir khusus dengan pesan yang
jelas dan diperintahkan untuk disampaikan langsung kepada yang berhak
menerimnya dan apabila dalam keadaan memaksa dapat dikirim melalui
pos secaradrcatat/ kilat khusus atau sarana lain secara tercatat.

Surat Terbatas disampaikan melalui kurir kepada yang berhak

menerimnya atau dapat dikirim melalui pos secara tercatat / kilat khusus
atau sarana lain secara tercatat.

Surat Biasapenyampaianya menurut prosedur biasa.
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LAMPIRAN II
LEMBARAN DISPOSISI
SEKRETARIAT JENDERAL
NOMOr AQENAA 2eiereireiriensaraiasiniansercsssessosasrassasssses
Tgl. Terima
Klasifikasi : Sangat Rahasia / Rahasia / Terbatas / Biasa
PENGIRIM PENERIMA SURAT PARAF
No. Surat :
Tgl. Surat :
Lampiran :
Perihal
SEKRETARIAT :
DISPOSISI PRESIDEM/AKIL PRESIDEN DISPOSISI SEKJEN / WAKIL SEKJEN :

CATATAN DEPARTEMEN :

CATATAN ARSIP/FILE :




